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PERAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM
PENYELENGGARAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
(Studi mutasi PNS dalam Jabatan Struktural Esselon III dan IV Tahun 2016 — 2018)

ABSTRAK

Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang di atur dalam peraturan
perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pengadaan, persyaratan,
pengangkatan, penempatan,spendidikan, dan pelatihan, pembinaan, penggajian, kedudukan,
hak, kewajiban, tanggung jawab, pemberhentian, pensiun, larangan, sanksi dan penghargaan
merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Kedudukan dan peranan dari
Pegawai Negeri Sipil ‘merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan
pembangunan nasional dan daerah. Berdasaikan, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang pengangkatan PegawailNegeri Sipil dalam jabatan struktural'sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemérintah. Nomor 13 Tahun 2002<bahwa mewujudkan Pegawai
Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab diperlukan pengangkatan jabatan
struktural yang objektif, transparan dan adil. Peran Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat) pelaksanaan mutasi atau penempatan sescorang dalam posisi
tertentu harus maksimal. Sejauh ini peran Baperjakat dinilai masih jauh dari harapan dan
terkesan kurang optimal, sehingga hampir setiap mutasi yang dilakukan diiringi dengan
kritikan. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Daerah yakni
Bupati Bengkalis yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau. Berdasarkan Data dari
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis jumlah Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berjumlah 7.212 Orang. Bila dilihat dan
diurut menurut golongan kepangkatan yang paling banyak jumlahnya adalah pegawai
golongan III yaitu sebesar orang 3.926 Orang, kemudian di urutan kedua adalah pegawai
golongan II sebanyak .1.860 Orang dan golongan IV scbanyak 1.355 Orang, sementara
golongan I hanya 48 Orang. Metode /vang,digunakatiidalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Badan-Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara obeservasi, dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu
Peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis dalam
penyelenggaran mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis (studi mutasi dalam jabatan struktural esselon 1l dan TV Tahun 2016 —2018).

Kata Kunci : Peran, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Mutasi PNS,
Jabatan Struktural, Kabupaten Bengkalis



THE ROLE OF THE POSITION AND COMMUNITY CONSIDERATION AGENCY
IN THE MANAGEMENT OF CIVIL STATE EMPLOYEES MUTATIONS
IN THE BENGKALIS REGENCY ENVIRONMENT
(Study of mutation of civil servants in Esselon III and IV Structural Position 2016 - 2018)

ABSTRACT

Regional staffing is a system and procedure that is regulated.in laws and regulations covering
at least planning, procurement, requirements, appointment, placement, education, and
training, coaching, payroll;. position,  rights, obligations, responsibilities, dismissal,
retirement, bans, sanctions and awards are sub-systems of the national employment system.
Position and role of Civil Servants is the backbone of government in carrying out national
and regional development. Based,.on “Government /Regulation Number 100 of 2000
concerning the appointment of'Civil Servants in_structural. positions as amended by
Government Regulation No. 13 of 2002 that realizing professional and responsible Civil
Servants is required to appoint objective, transparent and fair structural positions. The role of
the Position and Rank Consideration Agency (Baperjakat) in implementing the transfer or
placement of someone in a certain position must be maximal. So far the role of Baperjakat is
considered far from expectations and seems less optimal, so that almost every mutation
carried out is accompanied by criticism. Administratively, Bengkalis Regency is headed by
the Regional Head, the Bengkalis Regent who is responsible to.the Governor of Riau. Based
on data from the Staffing Agency, Education and Training of Bengkalis Regency, the number
of Civil Servants in the Bengkalis Regency Government amounts to*7,212 people. When
viewed and sorted according to rank groups the mest number are class I1I employees, which
are equal to 3,926 people, then second place are group II employees as many as 1,860 people
and group IV as many as 1,355 people, while group I only 48 people. The method used in this
research is qualitative method. This stcsearch was conducted at the Position and Rank
Consideration Agency (BAPERJAKAT) of Bengkalis Regency Government. Data collection
techniques are carried out by observation, documentation and interviews. The conclusions of
this study are the Role of the Position and Position Advisory Board of Bengkalis Regency in
carrying out the mutation of Civil Servants in the Bengkalis Regency Government (study of
mutations in echelon I1I and IV structural positions in 2016 - 2018).

Keywords : Role, Consideration Ageney Position and Rank, Mutation of Civil Servants,

Structural Position, Bengkalis Regency



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, dan

hidayahnya kepada semua makhluk ciptaannya dan tentunya juga kepada penulis, sehingga dapat

menyelesaikan Tesis denga eran Badan Perti abatan dan Kepangkatan

“\ !m“ &‘ ‘ .. ngan Pemerintah

dalam Penyelen

Kabupaten Beng

Shalawat am_t rnah : i a beriring do’a kepada
tertujukan baginda Na nad S e kepada kita semua jalan
yang lurus berupa at ang s iwanugerah terbesar bagi
seluruh alam semesta, ke an S Y ; h : buat Alm. Ayahanda,
Ibunda, Isteri dan A : terci Mertua, / han st semoga kita termasuk

hamba-Nya yang senantia € : : VT dan mendapat syafa’at

dari baginda Nabi Be

terhingga buat :

1. Alm. Ayahanda (H. Syurbaini) dan Ibunda (H. Ratna) yang telah memberikan dorongan
dan semangat, do’a yang tidak dapat dibalas dengan kata-kata, sehingga ananda dapat

menyelesaikan Tesis ini dengan sempurna.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

. Kepala Badan Kepegawaian, Pend

. Teruntuk Isteriku tercinta (Syarifah Hamimah, A.Md) dan Anak-anakku (Farha, Shafa

dan Rakha) yang tersayang dan selalu menjadi inpirasi Abah dalam menyelesaikan

Penulisan Tesis ini.

. Abang dan Kakakku ( Nah Edi, Kak Yeni, El, Fahri, Rozy) dan Adik-Adikku ( Ayang,

Adek) tiada kata yang terucap, terima kasih semuanyaatas saran dan dukungan selama

Dosen Pemb [ da sen Pe ing ; anyak membantu penulis

memberikan tun 2] inggs enyelesaikan tugas akhir ini dengan

>elatihan Kabupaten Bengkalis, Sekretaris,
Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi dan teman-teman di Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, terima kasih atas

dukungan dan do’anya.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fur udwnyo(

10. Teman-teman angkatan Tahun 2017 yang telah sama-sama berjuang selama lebih kurang
2 (dua) tahun dalam menimba ilmu dan senda gurau yang tidak akan terlupakan selama
dibangku perkuliahan.

11. Teman-teman tim Futsal Legend dan tim Badminton Nusantara yang telah mendukung

mulai dari semester pertama sampal menyelesaikan Te

Atas semua.y A dik-adik serta sahabat
dan teman-tema
terhingga”. Hanya d

kepada penulis me

TSI waneakd ‘9‘

%



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

BAB I

BAB 11

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ...
1.2.I1dentifikasi dan Perumusan Masalah ...........cccoooiiiieiiiiiiinn...

1.3.Tujuan Penelitian...................coooiiii et i M e,

..................

2.6.2 Tujuan dan Manfaat Mutast.... ...,

2.6.3 Dasar dan €Cara MULaS. . ..ovvuunn ettt e,

2.6.4. Ruang Lingkup Mutasi...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee,

2.6.5. Sebab dan Alasan MuUtasi.......oveeeeeeeieiiee e
2.6.6. Kendala-Kendala Pelaksanaan Mutasi........ccovvvvieeeeiieiinnnnnnn...

2.7. Kerangka Pemikiran................oooiiiiiiiiiiiiiii

30
35
36
38

40

40
41



BAB III

BAB IV

BAB YV

BAHAN OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian .................ccoiiiiiiiiiiiiii i,
3.2. Desain Penelitian .........cccoooiiuiiiiiiiiiii
3.3. Subjek Penelitian...........ooooeiiiiiiiii
3.4. Teknik Pengumpulandata ...
3.5.Teknik Analisis Data ..........coooiiiiiii e,

BAHAN OBJEK DAN METODE PENELITIAN

4.1. HosiBBCTTOkitidnelh . ). 1 R S 8. % A bl F . ...........
4.1.1. Profil-Kabupaten Bengkalide. .. ......o......MU N
4.1 DSSERPSIREOITS | PerR D ISL A0y, . . ... ..

4.1.3.UraianTugas) ‘Pokok, Fungsi dan Pecran{Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan dalam penyelenggaraan mutasi Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.......

4.1.4. Penyajian Data Identitas Responden...................o..o.ooool.
4.1.5. Peran Ketua Baperjakat dalam membantu Bupati Melaksanakan
Adminsitrasi Kepegawaian dan Mempertimbangkan dalam
Sidang Pengangkatan Jabatan dan Pangkat PNS.....................
4.1.6. Hasil Observasi Peran Baperjakat dalam penyelenggaraan mutasi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
BOfckaliGhn. .. .. [ | | ) T e N ...
4.1.7. FaletORRER cTiam TN || F. S S . .. ........
4.1.8. Fakt@MBendukun SHmum. F1 1 SN ... W N .. ...

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian © = oo,

4.2.1. Peran Baperjakat dalam Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis...............

4.2.2. Faktor Pendukung Peran Baperjakat dalam penyelenggaraan
mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten DEika i S W s

4.2.3.Faktor penghambat Peran. Baperjakat dalam penyelenggaraan
mutasi Pegawai Negert Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis..........cccooevviieiiiiiiiiiiiieceeeeeee e,

KESIMPULAN DAN SARAN
S Kesimpulan. ..o
5.2 SaATAN. .. e

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

66
66
67
68
70

73
73
99

112

115

117

126
127
128

129

129

135

136

139
140

141



’
s

L 4
=
<

-
©-

>
(N XL LT A

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

DAFTAR TABEL

1.1.  Susunan Keanggotaan Baperjakat Kabupaten Bengkalis .................

1.2. Klasifikasi dan Jenjang Jabatan Struktural eselon .........................

1.3

IV.13Tenaga Pengajar .....

IV.14Angka Kemiskinan ..

Jumlah PNS Kabupate

Bengkalis yang dilakukan Promosi,

..........................

IV.15Jumlah Rumah Ibadah ...,

IV.16Sarana Kesehatan ....

IV.17Pekerjaaan Informan
IV.18Umur Informan ......

1V.19Pendidikan Informan

21

23

28

76

79

85

90

91

92

92

93

93

94

95

95

96

96

97

98

98

116

116



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

2.1

4.1.

4.2.

43

DAFTAR GAMBAR

64

73

76

101



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

masyarakat dii werintah adalah bagaims ikan pelayanan

yang baik kemandirian

masyarakat, dan pe 1 alam masyarakat.

Misi peme ng : as berperan sangat

besar dalam mew ' V& ublik Indonesia seperti
&

yang telah dituangke Q ﬁ Buda g-Undang Dasar Negara
LINN 2

Republik Indonesia tahun 19 pat yang berbunyi "Kemudian
daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
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susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar

kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

di Negara
maka wilayah atuan R ‘ S m-daerah besar dan
kecil. Hal tersek egaskan dalam pa g o Dasar 1945 (hasil
amandeme

pemerintahan daerah, ya enegaskan bahwa % h' Negara Kesatuan

Indonesia e da ‘ se ovinsi dibentuk

daerah atau wilayah tertentu. Tingkatan-tingkatan pemerintah daerah dimulai dari
tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, tingkat kecamatan, hingga yang lebih
kecil lagi yaitu tingkat kelurahan, atau desa.

Tindaklanjut dari pasal 18 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945 adalah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 23 tahun 2014 menyebutkan
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal |
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
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Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati,

atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

mengurus Semu ‘ : usan pemerintah
pusat men ang-Undang ] . 1tang Pemerintahan

Daerah. Kewena al ‘ _' i daera '; ' g’T ntuk membuat
.-

mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat, untuk mengurangi
tingkat ketergantungan.

Pemberian otonomi kepada daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah
dalam rangka mengelola pembangunan di daerah. Kreatifitas, inovasi, dan

kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat

mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan yang lebih penting
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adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan, pemberdayaan

dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat akan

semakin lebih baik. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga

kewenangannya atas beberapa hal seperti urusan politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar

pelaksanaan Otonomi Daerah.
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c. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri

sebagaiman

meliputi :

Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Penanaman Modal

. Kepemudaan Dan Olah Raga

m. Statistik

—RTIER MO AL o
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n. Persandian

0. Kebudayaan

p. Perpustakaan, dan
q. Kearsipan

Pasal 11 a 1 Urusan Pemerintaha ilihan merupakan urusan

Sumber daya manusia al yang sangat penting dalam
menopang penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk menjalankan urusan
yang telah diamanatkan Undang-undang, tanpa didukung dengan sumberdaya
manusia yang berpotensi akan sulit mencapai visi daerah dalam rangka
mensejahterakan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 merumuskan bahwa Pemerintah

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
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yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom. Jadi sesungguhnya Undang-undang ini sesungguhnya memiliki

artian yang jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan

pemerintahan, pembangunan dan me '_ atkan keseja n masyarakat melalui
pemberdayas emua gga annya kepada

pemerintah 3 alagi, me S S politik, sosial

karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah
dengan daerah lainnya dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Walaupun
daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan
pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya.

Maka daerah akan mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan
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yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan karakter daerah dan

kebutuhan masyarakatnya.

Dalam rangka pelaksanaan daerah otonom yang luas, nyata dan

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
perangkat daerah, serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dan didukung Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pegawai negeri adalah setiap warga

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berwenang dan diserahi tugas
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dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas dalam tugas Negara lainya, dan
gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

serta mampu

ARAEN

menyelengg

menjalankan

arkan Pancasila

ataang

1945. Undang-

g
I~y
i
5
AHN
c
2.
E
z
o
8
S

na telah diubah

o0
=
=l
=

—
O

dengan Undan : G e an atas Undang-

aian karena sudah

dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil adalah warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya pada
Pasal 10 dijelaskan bahwa Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK berfungsi

sebagai: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu

bangsa. Sedangkan tugas Pegawai ASN menurut Pasal 11 adalah:
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a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan

blik Indonesia.

clayanan publik
yang profs aktik korupsi,
kolusi, dan ne 1 Seiring ; an perundang-

undangan t ; egawaian, peraturan p g1 yan terkait otonomi

daerah juga

&
yang meliputi penetapan ‘
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji dan tunjangan kesejahteraan, hak dan
kewajiban hukum (Riawan, 2008: 148).

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, ditunjuk dan ditetapkan seorang
Kepala Daerah yang disebut Bupati. Bupati selaku kepala daerah berkewenangan

untuk mengangkat Sekretaris Daerah dan Pembentukan Badan, Dinas serta

Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang turut membantu
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pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten

kota yang berbatasan

. ‘3\\.“ .. 3

vijak, berani dan

ikhlas, terwuj k kesejahteraan

o

AW
LS

8 5.

rakyat, Te

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola
“Sektor Publik” yang efektif.

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan integritas, moralitas,
pendidikan, pangkat dan jabatan pegawai negeri sipil. Maka dengan itu, dalam
pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil pemerintah daerah perlu melibatkan

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk memberikan
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penilaian dan pertimbangan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang akan
dimutasikan di tempat kerja yang baru guna dapat meningkatkan semangat kerja
dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.

h membentuk Badan

or 13 Tahun 2002, tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 1
mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat), dimana badan ini memiliki tugas dan fungsi untuk membantu kepala
daerah dalam hal ini Bupati dalam memberikan pertimbangan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan

struktural eselon II ke bawah, memberikan pertimbangan dalam pemberian
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kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural
yang menunjukan prestasi kerja yang baik, dan pertimbangan perpanjangan usia

pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural

pemerintah = me an  Pe mbangan  Jaba an Kepangkatan
(Baperjaka n.dapat ditempatkan

sesuai deng ‘ a ) ‘ keahlian yang

dalam organisasi, sehingg eng pen an yang tepat maka akan
menghasilkan pegawai yang mampu melaksanakan tugas, wewenang serta
tanggung jawab yang akan diembannya. Objektivitas merupakan hal yang mutlak
dengan mendasarkan kepada kriteria yang ditentukan dan dengan mekanisme

penentuan yang jelas. Asas-asas harus ditanamkan sebagai dasar pemilihan,

berupa kepercayaan, keadilan, dan formasi. Selain itu, dasar-dasar dalam
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pelaksanaannya harus berdasarkan pengalaman, kecakapan, serta kombinasi
pengalaman dan kecakapan (Sikula, dalam Sulistiawaty dan Nurlinah, 2016).

Realita yang terjadi dalam pemutasian pegawai seringkali pegawai yang

an. Sehingga dalam

e

&&“‘ .ba dak mampu

0

v
bl
pekerjaan, kea hatia : “ , pengalaman,
dan dapat dipere abatan dala it . atan karir yang
berarti jab
yang telah beralih status s ' ": pan dan kepangkatan
dilingkung e : ai erintah Nomor 99

Tahun 2000 | emerinte 2 Ta D02 tentang kenaikan

membawahi PNS yang berpangkat lebih tinggi. Jabatan-jabatan yang ada dalam
organisasi pemerintahan mempunyai batas minimal pangkat yang harus dimiliki
seorang PNS. Ini merupakan tugas dari pimpinan untuk memperhatikan jenjang
pangkat seorang PNS dalam melakukan mutasi pegawai.

Pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di daerah menjadi tugas dari

Badan Kepegawaian Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 34A Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pemberian kewenangan di daerah ini

jemen PNS di daerah.

egawaian mulai

a (Thoha, 2008:

(BKPP) Kabupaten Bengkalis bernama Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Bengkalis. Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan struktur Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bengkalis bergabung dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kabupaten Bengkalis menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(BKPP) Kabupaten Bengkalis.
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Dasar pembentukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
(BKPP) Kabupaten Bengkalis adalah Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016

tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian

pALN:
3
:
.
3
=

merencanaxk

§
o
B
=
8.
)
=
&
=

melaksana
Kebe

pelaksanaan

efektif dan ef
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Dalam arti bahwa sangat diperlukan adanya mutasi yang baik dalam
lingkungan organisasi tersebut untuk melaksanakan prinsip yang tepat pada
tempat yang tepat, guna terciptanya kerjasama dan meningkatkan semangat kerja
agar birokrasi berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian pekerjaan
akandapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna

baik bagi masyarakat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut.
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Dalam pelaksanaan mutasi atau rolling seorang Pegawai Negeri Sipil tidak
dilakukan secara serta merta, tetapi penilaiannya harus sesuai dengan

pertimbangan objektif dari Baperjakat. Adapun yang menjadi prinsip dasar dalam

si schingga hasil
1 dalam hal ini

It
o~
=4
ae
v

unt menciptakan

berbeda dengan Nepotisme
system (hubungan yang non politik) adalah sistem ini dalam praktik
pengangkatan pegawai didasarkan keluarga, kawan yang akrab atau teman yang
baik.

Adapun fenomena secara umum yang sering dihadapi dalam penataan
manajemen kepegawaian pemerintah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian baik

pada instansi pusat maupun daerah, sebagai pengambil kebijakan dalam
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pengembangan karir PNS yang ada pada instansinya seringkali sengaja memilih
orang-orang yang disukai atau memiliki hubungan kedekatan/kekerabatan

dengannya untuk diangkat atau ditunjuk menempati suatu jabatan struktural

inaan, guna

lebih besar

agar dihasilkan pegawaiyang handal dan profesional.

Penyaringan Pegawai Negeri Sipil dengan karir pegawai merupakan pola
pembinaan pegawai negeri sipil yang menggambarkan jalur pengembangan karir
yang menunjukkan keterkaitan jabatan seorang pegawai. Pengembangan karir ini
penting artinya, karena Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur pemerintah yang

melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Pola karir pegawai
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merupakan pola pembinaan pegawai negeri sipil yang menggambarkan jalur

pengembangan karir yang menunjukan keterkaitan dan keserasian antara jabatan,

pangkat, pendidikan dan latihan serta jabatan seseorang pegawai.

dengan pangkat

o
=4
v
&
o
g
nak

tidak ada yang

hakikatnya mutasi merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kinerja Pegawai
Negeri Sipil (PNS).

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan integritas, moralitas,
pendidikan, pangkat dan jabatan pegawai negeri sipil. Maka dengan itu, dalam
pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil pemerintah daerah perlu melibatkan

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk memberikan
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penilaian dan pertimbangan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan
dimutasikan di tempat kerja yang baru guna dapat meningkatkan semangat kerja

dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.

h membentuk Badan

penetapann
mendapatka ). Tim Penilai
Akhir (TPA Untuk jabatan
struktural es Pertimbangan

Jabatan dan Kepa : : rdiri dari erjakat Instansi

No. Jabatan
1 | Sekretaris Daerah Ketua merangkap anggota
2 | Asisten Administrasi Umum Anggota
3 | Inspektur Anggota
4 | Kepala BKPP Anggota
5 | Kepala Bidang Mutasi Anggota

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis, 2016.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang telah
direvisi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang termaktub dalam Pasal 14 ayat 1
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mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

(Baperjakat), dimana badan tersebut memiliki tugas dan fungsi untuk membantu

kepala daerah dalam hal ini Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Asas-asas harus ditanamkan sebagai dasar pemilihan, berupa kepercayaan,
keadilan, dan formasi. Selain itu, dasar-dasar dalam pelaksanaannya harus
berdasarkan pengalaman, kecakapan, serta kombinasi pengalaman dan kecakapan
(Sikula, dalam Sulistiawaty dan Nurlinah, 2016).

Realita yang terjadi dalam pemutasian pegawai seringkali pegawai yang

telah ditempatkan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan. Sehingga dalam
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menjalankan tugasnya mendapat kesulitan dan pada akhirnya tidak mampu
melaksanakan tugas dengan baik. Secara umum hal-hal yang dijadikan

pertimbangan untuk penempatan dalam jabatan adalah penilaian pelaksanaan
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PN AR
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pegawai yang

berpangkat lebih

mempunyai batas

-
a£>
= -
Z. e
w2
o
©]
=
=
()]
)—U
Z
w2
=)

merupakan tugas dari pimp m atikan jenjang pangkat seorang
PNS dalam melakukan mutasi pegawai. Adapun klasifikasi dan jenjang jabatan
struktural eselon dapat dilhat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.Klasifikasi dan Jenjang Jabatan Struktural Eselon

No. | Eselon Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang
Terendah Tertinggi
Pangkat Gol/ Pangkat Gol/Ruang
Ruang
1 la Pembina Utama IV/e | Pembina Utama IV/e
2 Ib Pembina Utama | IV/d | Pembina Utama IV/e
Madya
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3 IIa | Pembina Utama Muda | IV/c | Pembina Utama Iv/d
Madya

4 II'b | Pembina Tingkat I IV/b | Pembina Utama IV/c
Madya

5 Illa | Pembina IV/a | Pembina Tingkat I IV/b

6 Penata Ti :

7 ,

8

9

Pemerintah Ka

negeri sipi

dilakukan

dilakukan mutasi pegawai negeri

Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkalis sebanyak 5 (lima) kali. Pelaksanaan mutasi dan promosi dilakukan

untuk mengisi jabatan struktural baik di eselon III dan eselon IV.
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Tabel.1.3.Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang
dilakukan promosi,mutasi dan rotasi dalamJabatan eselon III dan
IV Tahun 2016, 2017 dan 2018

1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

-
-

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

NO- TAHUN ESELON II.;ABAT]?SI\]IE:{)lll\JUIIéTURAEI/B(](E)l;gI-)IENTIKAN KET.
DENGAN HORMAT
1 2 3 5 6
1. 2016
A 8
S 3
O
NO- N\ - ES SEL NTIKAN | KET-
\3‘\ D AT
1 1 2
2. 12017
Janua
April
Mei 2
Juni 2 S =
September - Y) k >
[ -:' o 4 “: '
3. (2018 I [~ o=
Februa — e —-
Maret I
Juli 201 |
Nopem
Desemb -
Sumber Data : B is Tahun 2 8
Pada peneliti t neliti mengenai “Peran
o L]
Baperjakat dalam i eri Sipil di lingkungan
Kabupaten Bengkalis” y akan sal bentuk dari pengembangan

karir terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai perwujudan dari dinamika organisasi

yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan organisasi.
Permasalahan mutasi dan pengangkatanpegawai dalam jabatan struktural

merupakan permasalahan yang sangat kompleks dimana pengaturan mengenai

pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural yang diatur masih belum sesuai
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dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan yang diharapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Adapun fenomena-fenomena yang penulis jumpai selama pra-survey

Bengkalis yang

formasi bahwa

yakni tahun

dirolling : ah K paten Be >ngeluh terhadap

tanggung jawab yang diberikan kepadanya pada tempat yang baru tersebut, hal
ini karenakan tempat tugas yang baru tersebut tidak berhubungan dengan
pengalaman kerja yang pernah ia geluti selama ini. Hal ini dikhawatirkan akan
berpengaruh pada buruknya kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai

tersebut.
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3. Masih ada beberapa orang Pegawai Negeri Sipil mutasi pada di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang sudah 5 sampai 10 tahun belum pernah

dimutasikan bahkan belasan tahun dalam artian belum pernah dipindahkan

it ke al ini @ n_akan memunculkan
L1 ) e T
"

_;jﬁ jawab yang

ebut, sebab

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul penelitian “Peran Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan dalam Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis”.
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1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dalam proses pencapaian tujuan pada organisasi, salah satu cara yang

tepat dalam penyelenggaraan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

enempatan

elihat tingkat

AR™

o
3
=
gy
)
=
=4

an tugas yang
akan berjalan

dengan efe banyak akan

ANAL AN

memberika yanisasi. Intinya

belum memt egawai Negeri

Sipil.

—
e,

1. Bagaimana Peran Badan 1| Jabatan dan Kepangkatan dalam
rangka mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Badan Pertimbangan Jabatan

dan Kepangkatan dalam mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bengkalis?
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1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pertimbangan Jabatan

dan Kepangkatan dalam rangka mutasi Pegawai Negeri Sipil

Sipil.

2. Aspek Akademis

a. Sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya
perkembangan Ilmu Pemerintahan.

b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti penelitian selanjutnya dengan

permasalahan yang sama.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

sarnya perintah
ihak itu saling
wewenang dan

Pada suatu saat
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Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari
bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan tiap orang akan jasa publik dan
layanan sipil dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat
dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut Van Poelje dalam Ndraha ilmu
pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan

sebaik-baiknya.
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Sedangkan menurut Iver dalam (Ndraha, 2003:22), pemerintahan itu

adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, jadi ilmu

pemerintahan adalah sebagai ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat

pemerintah
syarat-syare u dapat dipelaj | Al jek, baik objek
material ma
pemerintahan,

menurut 2002: 13 natu sis ketertiban di

esensial (azazi) manusia, melestarikan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan

dasarnya melalui proses interaksi tiga peran yaitu:
1) Membentuk, meningkatkan dan melestarikan semua nilai sumber daya
pendukung kehidupan yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber

daya baru (peran Sub Kultur Ekonomi).
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2) Mengontrol Sub Kultur Ekonomi, memberdayakan Sub Kultur Ekonomi
dan meredistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau

dibentuk oleh Sub Kultur Ekonomi, melalui pelayanan kepada SKP,

)

o

-

"g iyanan publik
WA

Er - g melakukan
5=

E g bersangkutan
= 3

E. E rupakan upaya
:‘p E pai tujuan yang
e o au dan sejumlah
0o >

@ = aupun tugas dan
@ 2

hT = adalah sekelompok
E # claksanakan kekuasaan
e

=

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan
menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan
secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya,
konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara
ke orientasi pasar (market or public interest), dari pemerintahan yang kuat, besar

dan otoritarian ke orientasi small and less government, egalitarian dan
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demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik
ke desentralistik (Bappenas, 2004: 1).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi

dalam era

Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan
lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata kepemerintahan yang
baik (good governance), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana
untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan governance adalah

proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public
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good and service (LAN dan BPKP, 2000: 1). Pendapat lain menurut Pinto dalam

Karhi (2001: 18) mengartikan governance sebagai praktik penyelenggara

kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan

. Mengikutsertakan semua;
. Transparan dan bertanggung jawab;

. Efektif dan adil;

. Menjamin adanya supremasi hukum;

. Menjamin prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan konsensus

masyarakat;

. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam

pengambilan keputusan menyangkut alokasi pembangunan (Bappenas).
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2.2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Kencana (2006: 268), manajemen merupakan pengendalian dan

pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu

perencanaan, dipe buk mencapai atau.r ikan suatu prapta atau

dalam buk
atas pereng

memanfaat

AERALRLND

ditetapkan s melihat fungsi
manajemen me ' ' menurut Terry
(2001: 9): "

segala kebutuhan,

merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud Undang-
Undang untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan
orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan

keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
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c. Penggerakan (actuating) yaitu untuk menggerakan organisasi agar berjalan
sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh

sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang

-

are
=N
ﬁ“

datang. Menurut Sondang (1990: 157) manajemen adalah kemampuan atau
keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian suatu tujuan
melalui kegiatan orang lain. Manajemen menurut definisi ini adalah merupakan
sebuah kemampuan atau keterampilan. Kemampuan tersebut mencakup untuk
melakukan perencanaaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian serta

pengawasan.
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Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 87) manajemen adalah ilmu dan
seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

yang terda

pembaharua

falsafah m

dijumpai banyak ragam alasan, tujuan dan kebutuhan (motif) manusia untuk
memilih dan memutuskan untuk menjadi anggota suatu organisasi. Kajian para
pemerhati dan peneliti terhadap keberadaan dan pengaruh keragaman motif
manusia dalam menentukan pilihan untuk hidup dengan melalui berbagai jenis
dan bentuk organisasi menjadi salah satu argumen utama memposisikan motivasi

sebagai salah satu fungsi manajemen.
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2.2.2 Teori Organisasi
Salah satu ciri manusia modern adalah hidup dan kehidupannya secara

fisik selalu terkait dengan organisasi. Setiap kebutuhan hampir selalu dipenuhi

ai melalui organisasi.

‘1‘“ .Qa ‘ mengartikan

organisasi,
karena ia Faktor
lingkungan,

harapan seseorang, juge at merupakan faktor ya pengaruhi organisasi

secara kesel

1.
bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum terikat pada lingkungan tertentu,
menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan.

2. James D. Money mengatakan bahwa organisasi timbul bilamana orang-orang

bergabung dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan mereka.
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3. Chester Bernard berpendapat bahwa organisasi ada bila orang berhubungan

satu sama lainnya, mau menyumbangkan kegiatan-kegiatan atau bekerjasama

untuk mencapai tujuan bersama.

1.
2.
3.
4.

pertama
merupakan sek < sia yang be k rja ¢ 13 a, memiliki tujuan
yang ingin dieapa ot anusia bu an' terbentuk secara
alami atau secara kebe ¢ atan rekayasa yang

tersebut kemudian disebut dengan manajer, pekerjaan yang dilakukannya disebut
dengan manajemen. Itulah sebabnya kegiatan manajemen ada pada suatu
organisasi dan profesi manajer terdapat dalam organisasi. Tanpa organisasi,
profesi manajer tidak diperlukan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam organisasi

seorang individu bekerja sama untuk mewujudkan kepentingannya. Kepentingan
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yang ada merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan. Karena itu kepentingan yang
ada kemudian melahirkan tujuan. Kerja sama di dalam kelompok yang terikat

secara formal disebut dengan organisasi sedangkan seluruh proses kerja sama

seni mengatur
proses pem: lainnya secara
efektif dan men ini terdiri
dari enam Machines dan
Market) (Ha

Sedarmayant neng ; anajemen Sumber

Daya Manus ebijakan - da menentukan aspek

“manusia”

suatu organisasi tidak mungkin berjalan sesuai harapan. Manusia merupakan
penggerak dan pengelola faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan
mentah, peralatan, dan lain-lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan semakin berkembangnya suatu organisasi maka makin sulit pula
perencanaan dan pengendalian pegawainya. Oleh karena itu, maka sangatlah

dibutuhkan manajemen personalia yang mengatur dan mengatasi masalah-masalah
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yang berhubungan dengan kepegawaian, baik dalam pembagian tugas maupun

pada kegiatan personalia lainnya.

2.3.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

n mencapai tujuan.

|l
>

AR
A LU

=

N
“zh
=
02
0.
s
=
W
=
@
=
g

‘yang 1” sistem kompensasi dan

g@‘\\

insentif yang tegantu a, pengembangan manajemen serta
aktivitas pelatihan yang tekait “kebutuhan bisnis”

4. Mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang
menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi

bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan

kepercayaan bersama.
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5. Menciptakan iklim, dimana hubungan yang produktif dan harmonis

dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan

karyawan.

karyawan.

Sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan, sumber
daya manusia selalu menjadi subjek dan objek pembangunan. Proses administrasi
pun sangat dipengaruhi oleh Manajemen Sumber Daya Manusia. Ada tiga

klasifikasi sumber daya manusia sebagai berikut :
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1. Manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk

menetapkan mengendalikan dan mengarahkan pencapaian tujuan yang

disebut administrator.

pidang tugasnya
2006: 12).
pengertiann manusia secara

makro adal

o
g
hon
i Yot
Un e al S sumber ¢ : b" bedakan antara
“ . d
o
a1

a negara suatu atau

dalam batas catan kerja. Dan

pegawai, karyawan, p Qa ‘
Notoatmojo (2003: ) ' ungsi-fungsi manajemen sumber

daya manusia :

1. Pengadaan sumber daya manusia.
2. Pengembangan.

3. Kompensasi.

4. Integritas.

5. Pemeliharaan.

6. Pemutusan hubungan kerja.
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2.3.3 Konsep Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan

AN

mencakup dan penetapan

kebutuhan gan karir, pola

o
&
-
o
ang
'l .

memberikan pelayanan kepada masyarakat (Soedarmayanti, 2004 : 76).

Dalam sebuah organisasi, pegawai merupakan harta atau aset yang paling
berharga dan paling penting karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh
unsur manusia. Manusia berperan sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus

pengendali terwujudnya tujuan organisasi. Disamping itu tidak ada satupun
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organisasi tanpa manusia didalamnya yang dapat menggerakkan organisasi atau

perusahaan.

Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa

Aparatur Sipil

Negara yang ya disingke : A58 1 2014 dikatakan

dengan perjanjian kerja yang telah diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian(PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2015 pasal 1 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

a. Pelaksa

et

b. Pelaya

c. Perekat

‘\\‘\\‘fﬁ

%
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Sedangkan tugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana terangkum dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 11

yang berbunyi Pegawai ASN bertugas :

Instansi Pusat dan Instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan
republik Indonesia.
3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua)

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
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4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian

antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan

pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

suatu proses da emenuhan kebutuhan pe A2 mi daerah yang
meliputi ke : enga eminda pemberhentian  dan

pelatihan 0 i : b an eselenoring

dari filosofi dasar dan majemen yang berbunyi The Right Man On The Right
Place yang artinya bahwa dalam menempatkan seseorang pekerja (pegawai)
sesungguhnya harus sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Beranjak dari
filosofi tersebut maka kegiatan penempatan atau staffing merupakan hal yang

sangat krusial (penting) dalam manajemen sumber daya manusia dalam upaya

meningkatkan kinerja organisasi perusahaan.
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Dalam menentukan jumlah personelia yang dibutuhkan agar dapat
menyelesaikan suatu pekerjaan, memerlukan konsep analisa beban kerja dan

analisa pegawai. Analisa Beban Kerja (ABK) bertujuan untuk menetapkan berapa

me o ow

pegawai baru. Hanya saja teori ma sumber daya manausia yang mutakhir
menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai lama yang
mengalami alih tugas dan mutasi. Ini berarti konsep penempatan mencakup
promosi, mutasi dan demosi. Dikatakan demikian karena sebagaimana halnya
dengan para pegawai baru, pegawai lamapun direkrut secara internal perlu dipilih
dan biasanya juga menjalani program pengenalan sebelum mereka ditempatkan

pada posisi baru dan pekerjaan baru pula.
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Menurut Gomes (1995: 117) penempatan adalah serangkaian langkah
kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar

diterima/ditolak, tepat tidaknya seorang pekerja ditempatkan pada posisi tertentu

menempatk

diharapkan

Prinsip penempatan yang tepat harus dilaksanakan secara konsekuen hal
tersebut bertujuan agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi
keahliannya masing-masing. Untuk melakukan seleksi dan penemapatan pegawai
harus didasarkan pada Analisis pekerjaan (job Analisis) dengan analisi jabatan
akan terlihat atau memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan (Job

Description) dan spesifikasi pekerjaan (Job Specification).
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Hariandja (2002: 156-157) mengemukakan bahwa penempatan pegawai

merupakan proses penugasan/pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai

pada tugas/jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa

a. Pengalihan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang
sama untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja.
b. Pengalihan untuk meningkatkan tantangan dan pengakuan.
3. Demosi adalah pemindahan pegawai dari jabatan lain yang memiliki
tanggung jawab yang lebih rendah, gaji lebih rendah, dan level

organisasi yang lebih rendah meliputi :
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a. Tingkat gaji yang lebih rendah.
b. Hasil kerja yang buruk.

c. Perilaku melalui hukuman.

profesional adalah dengan melaksanakan uji kompetensi bagi pegawai yang akan

menduduki jabatan tertentu. kebijakan ini disamping dapat memberikan analisa
jabatan yang tepat dalam penempatan seorang pegawai dalam jabatan struktural,
tetapi bermanfaat pula dalam mengarahkan Pemerintah Daerah untuk dapat

mengembangkan berbagai jenis jabatan fungsional.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

53

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah
Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan

pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam

Baperjakat

pegawai neg

Bengkalis

berada di ta

Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural
dan juga diatur pada Peraturan Bupati Bengkalis.

Baperjakat  bertugas memberikan  pertimbangan atas  usul-usul
pengangkatan dalam jabatan struktural dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil
yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkalis yang menjadi kewenangan Bupati.
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Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Baperjakat pada Peraturan Bupati

Bengkalis pada pasal 6 ayat 1 dan 2 bahwa Baperjakat dipimpin oleh seorang

ketua merangkap anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil
yang diajukan pejabat yang berwenang.
2. bahan-bahan yang ada pada :
a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bengkalis
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3. bahan-bahan atau keterangan-keterangan lain (disajikan dan disusun secara
sistematis oleh sekretariat Baperjakat) yang bersifat resmi sebagai

lampiran usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat dari

organisasi (Ha _ asi akni “Kegiatan

memindahkan karyawan dari-suatu pekejaan-k C ain yang dianggap

dimaksudkan oleh Undang-unda ahun 1999 tentang perubahan atas
undang-undang pokok kepegawaian adalah pemindahan, dan pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan
atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, dan prestasi kerja dan
jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Istilah lain

yang sering disamakan dengan mutasi yaitu rotasi.
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Istilah Rotasi tidak ada disebutkan dalam peraturan kepegawaian, baik

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang

pokok kepegawaian, peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian
antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan

pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
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5) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
pertimbangan prinsip larangan konflik kepentingan.

6) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimkasud pada ayat

pegawai adalah n 1 Peg eng; mj laian prestasi
pegawai aka keca ) lesaikan uraian
pekerjaan f ang . ePp [utasi ini harus
didasarkan = ata deks S ang apai  oleh = pegawai yang
bersangkut

Mutasi pegawai salal ¢ = angkan rasa jenuh
pegawai dan K mengembang ege ang bers an. Dengan adanya

sifat pekerjaan,

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan
pertimbangan yang disampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan
anggota, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Mekanisme dan alur pelaksanaan mutasi yang dilakukan dimulai dari

permintaan/permohonan maupun usulan dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah
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(SOPD) terhadap kebutuhan masing-masing perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Hasibuan (2016: 102) menyatakan bahwa mutasi adalah suatu perubahan

1 suatu jabatan
ngkatnya tidak

rencana gaji

pemerintahan.

Adapun tujuan mutasi dalam sebuah perusahaan diuraikan oleh Hasibuan

(2005: 102) adalah untuk:

—

meningkatkan produktivitas kerja.
2. menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi
pekerjaan atau jabatan.

3. memperluas atau menambah pengetahuan karyawan
4. menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaannya.
5. memberikan perangsang kepada karyawan agar meningkatkan karier yang

lebih tinggi.
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6. pelaksanaan hukuman /sangsi atas pelangaran-pelanggaran yang
dilakukannya

7. memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya.

8. alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka.

9. tindakan pengamanan yang lebih baik.

1

1

erjaan dengan kondisi fisik

meningkat. Adapun dasar/landasa gawai menurut Hasibuan (2016:102)

adalah merit system, seniority system, spoiled system.
1. Merit System

Merit System adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang
bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya.Merit system atau career
system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena :

a. Output dan produktivitas kerja meningkat.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

60

b. Semangat kerja meningkat.
c. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun.

d. Absensi dan disiplin karyawan/pegawai semakin baik.

Dari uraian diatas telah di wa dasar/landasan mutasi yang baik
yaitu merit system yang bersifat ilmiah, objektif dan berdasarkan pada prestasi
kerja, mutasi yang berdasarkan senioritas (Seniority System) dikatakan tidak
objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum
tentu mampu memangku jabatan baru. Menurut Hasibuan (2016:103) ada dua cara

mutasi yang dilakukan di dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut :
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1. Cara Tidak Ilmiah
Mutasi dengan cara tidak ilmiah ini dilakukan :

a. Tidak didasarkan kepada norma/standar kriteria tertentu.

'i.\:“\\;*a\ '

:
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2.6.4. Ruang Lingkup

Ruang  lingkup semua  perubahan/posisi
pekerjaan/tempat karyawan, baik secara horizontal maupun secara vertikal
(promosi atau demosi) yang dilakukan karena alasan personal transfer ataupun
production transfer didalam suatu organisasi. Mutasi ini merupakan penempatan

kembali (replacement) karyawan ke posisi tempat yang baru sehingga

kemampuan dan kecakapan kerjanya semakin baik. Ruang lingkup mutasi
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menurut Hasibuan (2016:104) mencakup mutasi secara horizontal dan vertikal
yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi horizontal (Job rotation/transfer) artinya perubahan tempat atau

sama di dalam

dan mutasi

ANAL

au penempatan

AU

2.6.5. Sebab dan Alasan Mutas
Hasibuan (2016:104) mengemukakan sebab-sebab pelaksanaan mutasi
digolongkan atas permintaan sendiri (personnel transfer) dan alihkan tugas
produktif (production transfers).
1. Permintaan Sendiri
Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas

keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan
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pimpinan organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada umumnya hanya
perpindahan kepada jabatan yang peringkatnya sama baik, antarbagian maupun

pindah ke tempat lain. Peringkatnya sama artinya kekuasaan dan tanggung jawab

maupun besa eta cgawal mengajukan

SVt '9‘

pimpinan

mutasi vertikal (promosi dan demosi).

2.6.6. Kendala-Kendala Pelaksanaan Mutasi

a. Formasi jabatan tidak (belum) memungkinkan.

b. Pengaruh senioritas.

c. Soal etis (etika).

d. Kesulitan menetapkan standar-standar sebagai kriteria untuk pelaksanaan.
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2.7. Kerangka Pemikiran
Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah

mengenai baga elaksanaan mutasi yang d g adan Kepegawaian,
S -

Pendidikan

pelaksanaan

kerangka pi

Dasar Pelaksanaan
1. Merit System

urut Hasibuan (2013)

2. Seniority System
3. Snoil Svstem

4L

Penempatan PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis sesuai/tidak sesuai dengan
kualifikasi, kompetensi dan kinerja

Gambar 2.1. Kerangka pikir dalam penelitian
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Indikator kualifikasi terdiri atas: jenjang kepangkatan, latar belakang

pendidikan dan pangkat/golongan. Indikator kompetensi terdiri atas: pengetahuan

dan keterampilan teknis (Diklat Teknis), serta pengetahuan dan keterampilan
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BAB III

BAHAN OBJEK DAN METODE PENELITIAN

hasilnya be , e t ke atau disampaikan

secara lisan da . erila 3 a3 ; katan kualitatif

memperoleh data yang Q Q A
Q A\ g

diteliti. Dapat pula diartikan s menggambarkan atau melukiskan
keadaan subjek maupun objek penelitian berupa seseorang, lembaga, masyarakat,
dan lain-lain, berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Nawawi, 1995: 63).

Penelitian ini didesain untuk melihat, menggambarkan, dan menganalisis,
mencatat dan menginterprestasikan kondisi lapangan khususnya peran Baperjakat

selama ini dalam penyelenggaraan Mutasi Pegawai apakah sudah efektif, dimana

yang menjadi indikator keberhasilan peranan Baperjakat dalam pelaksanaan
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mutasi pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada prinsip profesionalisme yang

sesuai, kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat. Penelitian ini juga di desain

untuk memperoleh informasi yang objektif. Penelitian ini memfokuskan pada

kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan,
informan, teman dan guru dalam penelitian. Selain itu, sampel juga bukan disebut
sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah
untuk menghasilkan teori. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan

saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.
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Subjek penelitian ini sekaligus sebagai informan terdiri atas pejabat dan
pegawai di jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis terutama yang termasuk

kedalam keanggotaan Baperjakat serta Pejabat Pembina Kepegawaian yang

daftar pertanyaan yang disusun be pada fokus penelitian yang berkenaan
dengan penyelenggaraan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis.
b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang

telah ditetapkan sebagai objek penelitian (observasi langsung) dalam rangka untuk
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memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti guna pengamatan

atau pengumpulan data.

Sebagai penunjang dari data primer dan sekunder, peneliti menggunakan

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian nontes.
Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar
tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya

observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku
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dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam
kondisi tertentu.

Observasi dalam penelitian kualitataif dilakukan terhadap situasi

sebenarnya yang

S

penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, Dan
setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara,
peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila
jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka
peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang

dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
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secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

1) Reduksi data (data reduction)

nkan reduksi data

a
&g
v
&
o
g

¢) Membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian.

2) Penyajian data (data display)
Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusi drawing, and verification).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru dan
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sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi data gambaran suatu
objek yang sebelumnnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah

dilakukan diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif,

%

-~
7
o
,
o
5
e
”
(
¢
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.Letak

Sumatera ' ant 7°37,2°-0 A =h' 00057°57,6”-
021030°25,2” E r. Se bupaten Bengkalis

berikut:

Sumber : Profil Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.
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Adapun batas-batas Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten

menjadikan K aten Bengkz _L‘ = empuh dari dua
pulau yang eka ¢ : ; di pesisir barat

semenanjun alaysia kup at. h antar desa Ibu Kota

Selat Baru ibukota Kecamatan Banta au Bengkalis menuju Kota Malaka yang
berjarak 75 Km dapat memakan waktu + 1,5 jam, Kota Muar adalah kota terdekat
dari Pulau Bengkalis hanya berjarak 62 Km dengan waktu tempuh pelayaran
selama + 45 menit, sedangkan untuk mencapai Kota Batu Pahat yang berjarak 76

KM dari Pulau Bengkalis dapat dalam waktu + 1 jam.
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Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat
strategis berada di tepi alur pelayaran internasional yang sibuk di dunia melalui

Selat Malaka, berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia

km, Sungai
Luas wila . 1 Bengk | ekitar 9,46% dari
wilayah Provinsi Riau yang memiliki lua 7 )3 1igsmencakup daratan

bagian tim

=
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=
=.
=
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Kabupaten B

dan Kecamatan  Banta 1 Pu , Kecamatan Rupat dan

Kecamatan Rupat T Q i Rupa ecamatan Bukit Batu,
Q

Kecamatan Bandar Laksama

Sumatera serta Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan

Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau terletak di daratan Pulau Sumatera.

Adapun luas kecamatan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 4.2

berikut :
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4.2. Gambar Luas Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

Rupat Utara Bukit Batu

8% 6%

|
Talang /

Muandau
15%
“il’lgsu ]
17%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bengkalis, Tahun 2017.

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan yang

terluas yaitu Kecamatan Pinggir sebesar 17 % dan kecamatan yang memiliki luas

terkecil yaitu Kecamatan Mandau sebesar 2 %. Sementara itu, untuk mengetahui

ibu kota kecamatan, jumlah kelurahan/ desa dan luas wilayah dari masing-masing

kecamatan dapat dilihat pada tabel IV .1. berikut.

Tabel IV.1.Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis

Luas Wilayah
No. | Kecamatan % Kelurahan | Desa l; —
Kecamatan Km Persentase
1 2 3 4 5 6 7
I. | Bengkalis | Dengkalis 3 28 | 51400 | 66l
Kota
2. | Bantan Selat Baru - 23 424,40 5,46
3. | BukitBatu | Sungdl 1 9 | 488,00 6,28
Pakning
4. | Bandar
Laksamana Tenggayun - 7 640,00 8,23
5. | Siak Kecil | -ubuk - 17 | 742,21 9,55
Muda
6. | Mandau Air Jamban 8 3 180,00 2,32
7. | Bathin Sebangar ; 13 | 75747 9,74
Solapan
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8. | Pinggir Pinggir 2 8 1.332,00 17,13
Talang o

9. Muandau Beringin - 9 1.171,00 15,06

10. | Rupat Batu 4 12 | 89635 | 11,53

s pembangunan
apatkan perhatian
sunan dan kualitas

atian khusus dari

rata-rata ketinggian 2-6 m di atas aan laut yang ditumbuhi hutan tropis,
pantainya landai dan merupakan endapan lumpur sebagai hasil erosi sungai.
Daerah perbukitan yang tingginya tak lebih dari 55 m diatas permukaan laut

hanya terletak di Duri Ibu kota Kecamatan Mandau yang merupakan kota terbesar

di Kabupaten Bengkalis.
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Posisi teritorial berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di wilayah
Kabupaten Bengkalis. Secara umum Kabupaten Bengkalis beriklim tropis dengan

temperatur setiap tahun antara 26°C-32°C. Curah hujan rata-rata antara 651,0-

hari/tahun. Musim

Ay

Undang N

Sumatera Té

ALRALNEN

»)
)

Penetapan

G L CLEY

Jambi maka

aat

:
<
o
=
s
=
agQ
:
2

aka sejumlah daerah

mulai dimekarkan.

merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Ditahun berikutnya terbitlah
Undang-Undang No. 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan
pemekaran kedua dari Kabupaten Bengkalis. Pemekaran terakhir berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 yang membentuk Kabupaten Kepulauan

Meranti.



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

79

Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 7.773,93 km? atau sekitar
9,46% dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luas 107.932,71 km?. Secara

administrasi Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2017 terdiri dari 11 (sebelas)

Kecamatan dan dengan j 538.654 jiwa. Untuk
menget, & Kabupaten
Bengkal dapat difibat
S Rl
Tabel IV. %7 JS’ han/Desa di
Jumlah Jumlah
No. | K S a Penduduk
i - = 7
I | Bengka . i | 80.892
i B : 41.567
2 Ba Baru e IS 2‘ — . .
nga
3 B Pakmi , 19.710
Ban
4 Laks 4 0 13.831
5 | Siak 142,21 7 23.360
149.66
6 Mandau 80, 3 4
7 | Bathin a 13 83.987
Solapan
8 Pinggir Ping : 2 8 59.118
Talang Beringi L7/
? Muandau n 0 ) ) 21.385
10 | Rupat Batu 896,35 4 12 31.606
Panjang
Tanjung
11 Rupat Utara Medang 628,50 - 8 13.534
Jumlah 7.773,93 19 136 538.654

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab.Bengkalis
Berdasarkan data pada Tabel IV.2 dapat diketahui bahwa penyebaran

penduduk belum merata di Kabupaten Bengkalis. Hal ini tergambar dari
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kecamatan yang memiliki luas wilayah yang besar tidak diikuti dengan jumlah
penduduk yang besar pula. Seperti halnya Kecamatan Mandau memiliki luas

wilayah 180,00 Km? dengan jumlah penduduk 149.664 Jiwa. Sedangkan

Kecamatan Talang 0. km? dengan jumlah

““““ .ea‘ grogen yang
a ﬁ@ﬁkﬁgﬁﬂ]ﬁﬁﬁ M ipakan suku

terdapat di. Ka fs oka ] & 1al Kabupaten

Bengkalis.

kecamatan yang terdiri dari 102 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah
desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Bengkalis dengan 20 desa/kelurahan
dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Rupat
Utara dengan 5 desa/kelurahan.

Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dijalankan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Hingga Januari 2019 tercatat



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

81

sebanyak 7.212 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis baik di lingkungan Kabupaten maupun Kecamatan yang

terdiri dari 2.771 orang laki-laki dan 4.441 orang perempuan.

3.Visi, Misi De ’m‘

ey
*% ) entang erintahan
-~

an kebijakan

sebagaimana S 2 - d , standar,
prosedur da
maka Peme K abupaten Bengkalis seba ai daer: ah merumuskan
kebijakan dalam kerang - : Menengah Daerah
(RPJMD) K : ngkalis ,ta : 02,15 se yman perumusan,

pelaksanaan, anaan pembangunan

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 adalah ”Terwujudnya Kabupaten
Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia”.

Adapun penelaahan terhadap terhadap visi tersebut menghasilkan pokok-

pokok visi sebagai berikut:
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MODEL : Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan
dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang

NEGERI
mencerminkan  nilai-nilai,  karakteristik dan  identitas

MAJU

ya saing daerah
e sebelumnya
menguatnya
g peningkatan
yaikan kondisi

kawasan.

MAKMUR e buha usaha  ekonomi

dapat dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

1) Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan
bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan
bijak, berani dan ikhlas.

2) Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya

manusia untuk kemakmuran rakyat.
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3) Mewujudkan penyediaaninfrastruktur ~yang  berkualitas  untuk
kesejahteraan rakyat.

Visi dan misi RPJMD tersebut dilaksanakan dengan pendekatan spasial

pembangunan menjadikan Kecamatan Mandau, Talang Muandau,
Pinggir dan Bathin Solapan sebagai pusat pengembangan industri,
pertambangan, perdagangan, perburuhan, peternakan, pertanian dan
perkebunan,

4. Gerbang Pesisir, terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat

Utara. Fokus pembangunan menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat
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pengembangan pariwisata unggulan, perkebunan, peternakan, perikanan
dan kelautan.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,

adalah instrumen

Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Bengkalis, daftar nama

anggota Forkompimda dimaksud dapat dilihat pada Tabel IV.3.
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Tabel IV.3. Nama Pejabat Forkompimda Kabupaten Bengkalis

No. NAMA

JABATAN

1. | Amril Mukminin, SE, MM

Bupati Bengkalis

Kecamatan yang t

Nomor 03 Tahun 2016

epolisian Resort

bentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun kedudukan dan tugas pokok

perangkat administrasi pemerintahan tersebut, antara lain:

a. Sekretariat Daerah

Merupakan unsur pembantu pimpinan daerah, yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
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melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi,

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi

kepada seluruh perangkat daerah kabupaten.

b) Bagian Umum;
¢) Bagian Keuangan dan Aset;

d) Bagian Hubungan dan Masyarakat.

. Sekretariat DPRD Kabupaten

Merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan
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DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten

dan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada

anggota DPRD Kabupaten.

7)
8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10) Dinas Ketahanan Pangan;

11) Dinas Lingkungan Hidup;

12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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14) Dinas Perhubungan;

15) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

1) Inspektorat Daerah;
2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4) Badan Pendapatan Daerah;

5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

6) Badan Penelitian dan Pengembangan;

88
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7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Kecamatan

gk aten Bengkalis yang

NS lpg

? .ﬁ pati melalui
- =)

"g ﬁ kewenangan
Er 1gani sebagian
5

xS

B =

=

= g f.

E. E bupaten yang
é E in oleh seorang
% E

7]

.. an bertanggun
:.;? :b i ggung
7] _g tugas pokok
T 2
2 = dan
=
E . pala Desa/Lurah  juga
E ng dilimpahkan oleh Bupati
=

Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 137 Desa.
Pada Tabel IV.4 dapat dilihat jumlah kecamatan dan desa/kelurahan

di Kabupaten Bengkalis.
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Tabel IV.4.Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten

Bengkalis

Luas
Wilayah
(Km?)

Ibu Kota
Kecamatan

No. | Kecamatan

Sumber: Bappeda K

5. Kepegawaian

Jumlah Pegawai

Jumlah
Kelurahan

Jumlah
Desa

28

90

(PNS) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bengkalis hingga akhir Januari 2019 sebanyak 7.212 orang

dengan komposisi Laki-laki 2.771 orang dan Perempuan 4.441 orang.

Secara lebih rinci jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkalis dapat

dilihat dalam tabel IV.5.
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Tabel IV.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongandi Kabupaten Bengkalis

Tahun 2019
NO. GOLONGAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH
1 I/a 1 0 1
2 I 10 10
3 13
4
5 3
6 %Raﬁﬁs ISLA4 33
7 i 1049
8 235
9 1251
10 1146
11 729
12 F 336 s |5 803
13 408 ] ‘ > 1159
14 110 13 173
15 =i = 20
16 3
7212
Sumber: Ba waian, ke atiha 019.
Berdas K B’l@ R m pegawai yang
terbanyak adala 1 au sebesar 54,43%
o, L]
dari jumlah pegaw gan Il dengan jumlah
1.860 orang atau sebesa % 0 dengan jumlah 1.355 atau
sebesar 18,78%, sedangkan golong engan jumlah 48 orang atau sebesar

0,06%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas pegawai
di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan jumlah pegawai
berdasarkan jabatan strutural dan jenjang pendidikan dapat dilihat masing-masing

pada tabel IV.6. dan IV.7.
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Tabel IV.6.Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural di Kabupaten
Bengkalis Tahun 2019

NO.| NAMA ESELON LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH

Il.a

AN || =

orang yang
jumlah pega
jabatan stru ! : 1pate S diisi sebagaimana

mestinya gun

Tabel IV.7 Ti

NO. JUMLAH
1 |SD 25
2 | SLTP 59
3 |SLTA 1828
4 | DI 5 37 42
5 | DI 126 377 503
6 | D.III 152 627 779
7 | DIV 45 26 71
8 |S.1 1200 2442 3642
9 |S2 187 72 259
10 [S.3 3 1 4

JUMLAH 2771 4441 7212

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Bengkalis Tahun
2019.
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Selanjutnya tingkat jenis jabatandan tingkat jenis Diklat kepemimpinan

bagi PNS dapat dilihat pada tabel IV.8. dan IV.9.

NO.
1
2
3
4
5
» il
Sumber: Da

%
AAN

K

L
NO. Nl JuMLAH
L
1 ‘\
-
2 al
o
3 il
4 -
il
ar
_di—

Sumber: Badan
Tahun

merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan
manusia. Sektor pendidikan di pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi
prioritas sebagaimana tercantum dalam kebijakan umum secara spasial tercantum
dalam kebijakan umum kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari
kualitas pendidikan. Pengembangan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari

ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, dalam peningkatan kualitas
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sumber daya manusia ini yang sangat berperan adalah Dinas Pendidikan karena

semakin tinggi pendidikan seseorang maka kualitas seseorang tersebut semakin

tinggi. Guna meningkatkan kualitas pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan

nA » ¥ ‘.Aé”‘

LU LTS

609

N

Agama Islam. Pendidikan agama merupakan suatu yang dianggap penting dan
tidak dapat dipinggirkan walaupun sudah ada pendidikan formal lainnya. Sarana
pendidikan agama yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah 22 Unit, Madrasah
Tsanawiyah 51 Unit, Madrasah Aliyah 28 Unit dan Diniyah Takmiliyah 349

Unit.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel IV.11 berikut.
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Tabel. IV.11.Jumlah Sarana Pendidikan Agama di Kabupaten Bengkalis

No. Jenjang Pendidikan Jumlah
(0 2 )
1 h [btidaiyah

Sumber :

\ &

Disa

=
z
g
S
=1
a
S

Bengkalis d

pengajar, ad

WALN)

dilihat dari t

Tabel. IV.12

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017
Sedangkan untuk tenaga pengajar dari sekolah agama yang ada

di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat Tabel IV.13 berikut:



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tabel. 1V.13. Jumlah Tenaga Pengajar Agama di Kabupaten Bengkalis

96

Madrasah

[
ﬁ._
s

“.,
.
o
A

No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 2 3
1 Madrasah Ibtidaiyah 349
2 i 959
3 631
4 A

Berdasarkan tabel diatas terliha

bahwa dari tahun 2011 sampai dengan

2016 jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan menghalami fluktuasi,

namun jika dilihat secara seksama fluktuasi tersebut cenderung menuju ke arah

yang baik. Seperti jumlah penduduk miskin yang jauh berkurang dan juga garis

kemiskinan mengalami penurunan.
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7. Sosial
Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan serta penghidupan sosial yang

baik maka pemerintah dan masyarakat melaksanakan usaha-usaha yang diarahkan

Ses dengan falsaf nega 1 beragama dan
kepercayaa bangkan dan
ditingkatka mengatasi berbagai

masalah sos bangsa. Untuk

abupaten Bengkalis

No. Jenis Tempat Ibadah Jumlah
1 Masjid 499
2 Musholla/Surau 422
3 Gereja 122
4 Vihara/Klenteng 32
Jumlah 1.075

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017
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semua lapisan

masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah dan merata. Dengan

meningkatkan pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan

Balai Pengobatan

11 Laboratorium Kesehatan 1

12 | Apotik 61

13 Toko Obat 50
Jumlah 883

n Bengkalis

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017
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4.1.2. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bengkalis

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

tugas pemerintahan dan pembang

h secara berdaya guna dan berhasil

guna. Perwujudannya lebih lanjut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis yang
memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis berikut indikator kinerja
utama (IKU) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.
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Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan unsur utamanya adalah Pegawai
Negeri Sipil (PNS) merupakan lokomotif bergeraknya reformasi birokrasi. Untuk

itu prasyarat reformasi birokrasi adalah adanya pengelolaan PNS yang efektif dan

integritas

berbasis ki

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bengkalis

Dalam menjalankan sistem administrasi pemerintahan pada BKPP
Kabupaten Bengkalis di Kabupaten Bengkalis serta mempermudah pelaksanaan
fungsi-fungsi kelembagaan yang ada, maka dibuatlah struktur organisasi yang

jelas dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. BKPP Kabupaten
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Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas dan Tata Kerja pada BKPP

Kabupaten Bengkalis dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Kelompc
Jabatan

Keuangan dan
Perlengkapan

Subbid Pengadaan
dan Formasi

Subbid Mutasi dan ‘ ubbid Disiplin dan Penghargaan
Kepangkatan

Subbid Pemberhentian Dan
Fasilitasi Profesi

L—{ Subbid Data dan

Informasi

UPT

Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas dan Tata Kerja pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.
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Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis:

1. Mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Profesional;

2. Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Kepegawaian;

2016, Badan

is  memiliki

1Sur penunjang

pelaksan

2. Badan pala Badan yang

a Bupati melalui

4. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi antara lain :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana di bidang kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan,;

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan serta kesekretariatan badan;
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. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya;
Sekretariat

Sekretariat mempufiyai tugas melakukan/ memberikan pelayanan teknis dan

n Kepegawaian,

Program, Umum dan Kepegawaian antara lain adalah :

1.

Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan
Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
yang ada sebagian bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan denga tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan
Kepegawaian,;
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Mencari, mengunpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah
data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sebagai
kerangka acuan/ pedoman penyusunan program, umum dan kepagawian;
Menginventarisir permasalahan-permasalahn yang berhubungan dengan
tugas Sub Bagian, Penyusunan Program, Umum dan Kepagawaian serta
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan. petunjuk teknis
di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempuanyai tugas menyiapkan

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta

layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Adapun Uraian tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah :

1.

Merencanan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan
data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yanga da sebagai bahan
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang telah ditetapkan;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan
teknis, pedoman dan ‘petunjuk | teknis “scrta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan
mengolah data serta menganalisasi data dan informasi yang berhubungan
dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka
acuan/ pedoman penyusuanan rencana kegiatan;

Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-
bahan dalam rangka pemecahan masalah;

Mengusulkan  kepada  Sekretaris tentang penunjukan bendahara
pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang,
pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

III. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi

Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian pendamping serta
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pemantauan dan evaluasi dibidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi yang
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

kebijakan teknis, ped petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana kebutuhan dan
pengadaan pegawai,
3. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan formasi dan pengadaan
PNS dan PPPK;
4. Menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan dan formasi;
5. Mengevaluasi dan pelaporan pengadaan dan formasi;
6. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi pengurusan CPNS
menjadi PNS;
7. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi pengurusan Kartu
Pegawai;
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangkakelancaran pelaksanaan tugas;
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9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya;
b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;

Sub Bidang Mutasi dan_Kepangkatan mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan

kegiatan penyelnggaraan: Urusan mutasi, dan kepangkatan. Adapun Sub

Bidang ini memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Mutasi
dan Kepangkatan;

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan mutasi dan kepangkatan;

3. Merencanakan dan melaksanakan mutasi;
4. Menverifikasi dokumen mutasi,
5. Melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan

pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;

Membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;

Menverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;

Mengusulkan berkas kenaikan'pangkat;

Menverifikasi draf keputusan kenaikan pangkat;

0. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi dan kepangkatan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya.

=i S

¢. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi
Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan Pengembangan Karir dan
Promosi. Adapun uraian tugas sub bidang ini adalah :
1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang
Pengembangan Karir dan Promosi;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknism pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan Pengembangan Karir dan Promosi;
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Menyusun pedoman pola pengembangan karier;
Menyusun Daftar Urut Kepangkatan;
Menganalisis dan menverifikasi berkas usulan promosi,
Mempersiapkan proses Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian [jazah;
Mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan promosi;

akan eh Kepala Bidang sesuai

3.
4.
3.
6.
7.
8.

Informasi, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan penyenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan. Sub Bidang

Pendidikan dan Pelatihan memiliki uraian tugas :
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. Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang

Pendidikan dan Pelatihan;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan;
Menyusun.daftar kebutuhan diklat penjénjangan dan diklat teknis
fungsienal;

Menginventarisir data calon peserta diklat penjenjangan dan diklat
teknis fungsional;

Mengusulkan peserta diklat penjenjangan dan diklat teknis fungsional;
Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;

Melakukan keordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat;
Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan

bahan-bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan urusan pengembangan kompetensi yang mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

1.

whw

Menyiapkan bahan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang
Pengembangan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;

Menghimpun dan mempelajari peraturan - perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi,
Membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;

Memverifikasi berkasusulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial;
Menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan
dalam pengembangan kompetensi aparatur;

Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan (Tugas Belajar/
Izin Belajar/ Ikatan Dinas)

Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan
kompetensi;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.
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Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi penyelenggaraan urusan
data dan informasi yang.mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Data
dan informasi;

2. Menghimpun dan, ciémpeldjariy speraturan  perundang-undangan,

kebijakan teknis; “pedoman dan petunjuk, teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan Data dan Informasi;

Merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian;

Mengelola sistem informasi kepegawaian;

Menyusun data dan arsip kepegawaian;

Membuat dan mengelola Kartu tanda Pengenal Pegawai;

Mengevaluasi sistem informasi kepegawaian;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

i e

V. Bidang Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian

Bidang Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian mempunyai tugas

melaksanakan penyusunail‘bahan| perumusan dan pelaksanaan kebijakan

dibidang kinerja aparatur, penghargaan dan pemberhentian. Bidang Kinerja

Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;

2. Pengkoordinir kegiatan penilaian kinerja;

3. Pelaksanaan ealauasi hasil penilaian kenerja;

4. Pembuatan verifikasi usulan pemberian penghargaan;

5. Pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;

7. Pembuatan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;

8. Pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;

9. Penyusunan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur,

—
=]

penghargaan dan pemberhentian;

. Pengkoordinasian dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan bidang

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
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11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan

Pemberhentian, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan 'kebijakan dan fasilitasi serta

evaluasi penyelenggaraan urusan penialian dan evaluasi kinerja aparatur

yang memiliki uraian tugas sebagai berikut :

l.

2.

Al

0o o

10.

Menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur;

Merencanakan dan melaksanakan penialian dan evaluasi kinerja
aparatur;

Membuat informasi- terkait indikator-penilaian kinerja aparatur;
Menganalisis hasil penilaian kinerja aparatur;

Menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai;
Menyiapkan bahan pelayanan administasi cuti pegawai;
Mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur;
Menfasilitasi proses penyelesaian sasaran kerja pegawai pejabat
administrator dan pejabat pemimpin tinggi pratama yang pejabat
penilai dan atau atasan pejabat penilainya Bupati;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Disipin dan Penghargaan;

Sub Bidang Disipin dan Penghargaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi

penyelenggaraan urusan disiplin dan penghargaan yang memiliki uraian

tugas :
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8.
9
10.
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12.
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. Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Disiplin dan

Penghargaan;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan disiplin dan penghargaan;
Merencanakan dan melaksanakan pembindan aparatur;

Memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;

Mengkaji penjatuhan hukuman disipin aparatur;

Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai,

Menyiapkan bahan penyelesaian kasus dan kedudukan hukuman
pegawai;

Menyiapkanbahan pelaksanaan sumpah pegawai;

Menyiapkan bahan pelayanan administrasi izin perceraian ASN;
Menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;
Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi.

Sub Bidang Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi .mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta

evaluasi penyenggaraan urusan pemberhentian dan fasilitas profesi.

Adapun uraian tugas sub bidang ini adalah :

1.

NowvkEwWw

10.

Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang
Pemberhentian dan Fasilitas Profesi;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan pemberhentian dan fasilitas profesi;
Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;
Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;

Membuat daftar penjagaan pensiun;

Memverifikasi dokumen usulan pensiun;

Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi pengurusan kartu
TASPEN;

Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi pengurusan Kartu Istri
(Karis)/ Kartu Suami (Karsu);

Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN
(KORPRI dan Lembaga profesi ASN lainnya);

Mengelola  administasi umum, kepegawaian dan kegiatan
keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi
ASN;
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11. Mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang
kepegurusan;

12. Mengevaluasi dan pelaporan pemberhentian dan fasilitas profesi;

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam rangka membantu pejabat yang
berwenang untuk mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan serta pengangkatan dalam pangkat, bagi
jabatan struktural eselon I Pegawai Negeri Sipil (PNS) penetapannya dilakukan

oleh presiden atas usul pimpinan instansi setelah mendapatkan pertimbangan dari

komisi kepegawaian Negara. Tim Penilai Akhir (TPA) (Keputusan Presiden
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Nomor 162 Tahun 1999). Untuk jabatan struktural eselon II kebawah setiap
instansi membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

yang terdiri dari : (1) Baperjakat Instansi Pusat, (2) Baperjakat Instansi Daerah

Provinsi, (3) Bape

mengenai Kepangkatan

(Baperjaka tuk membantu
kepala dac
pengangkatan, pemi an, dan pemberhentian pegaw geri sipil dalam dan

dari jabatan s al esel ' ke bangan dalam

pemberian ke an pe agi Pegaw: eri Sipi enduduki jabatan

perpanjangan usia pens : abatan struktural eselon II
ke bawah.

dengan prinsip “The Right Man on The Right Place” sebagai landasan
pelaksanaan dalam hal pemutasian pegawai yang diharapkan mampu membawa
perubahan di birokrasi pemerintahan. Jabatan dan kepangkatan merupakan salah
satu indikator terhadap pegawai yang akan dimutasikan. Tujuan pemerintah

membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di setiap
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instansi agar pegawai yang dimutasikan dapat ditempatkan sesuai dengan jabatan
dan kepangkatan, serta tugas dan keahlian yang dimilikinya.

Salah satu cara memperoleh pegawai negeri sipil berkualitas untuk duduk

an. Promosi jabatan

1P ‘
Q!"“‘ .e atu jabatan

tanggung jawab anhal yang mutlak
dengan mendas epada kriteria dengan mekanisme
penentuan

sar pemilihan,

berupa kep ar-dasar dalam

pertimbangan untuk penempatan dalam jabatan adalah penilaian pelaksanaan
pekerjaan, keahlian, perhatian, daftar urutan kepangkatan, kesetiaan, pengalaman,
dan dapat dipercaya. Jabatan dalam birokrasi pemerintah adalah jabatan karir yang
berarti jabatan yang hanya bisa diduduki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai

yang telah beralih status sebagai pegawai negeri sipil.
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Golongan dan kepangkatan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS, status kepegawaian,

Badan Kepegawa era i sesuaiy de tuan peraturan

perundang alam Pa ndang Nomor 43

di daerah. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 itu sendiri kemudian diganti
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mulai berlaku sejak 15

Januari 2014.

4.1.4. Penyajian Data Identitas Responden
Informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan

dapat mrnjawab pertanyaan permasalahan penelitian dengan jelas dan lengkap.
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Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan relevansi,

kompetensi dan representatif dari informan. Mengenai data informan lebih lanjut

akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel
No. )
1.
2.
3.
4. a Kabupaten
5. | HELN adaan, Mutasi
1 ada Badan
Pendidikan dan
g 3engkalis
2.Umur Infor
IV.18. Umur Info
No. Umur
1. | HBUSTAMI HY,SH,.N 54
2. | Drs. H. T. ZAINUDDIN, Badan 57
Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatthan Kabupaten
Bengkalis
3. | H. BUSTAMI HY, SH,. MM Plt. Inspektur Kabupaten 54
Bengkalis
4. | MARYANSYAH OEMAR, SH | Plt. Assisten III Setda 57
Kabupaten Bengkalis
5. | HELMI AFRIADI, S.PdI Kepala Bidang Pengadaan, 42

Mutasi dan Promosi Pada
BKPP Kab.Bengkalis
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3. Pendidikan Informan

Table IV.17. Pendidikan Informan

Frekuensi Persentase(%)

yang sangat strategis d yediaan informasi. Untuk

beri pertimbangkan atas usul-usul
pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis, penulis sudah melakukan penelitian observasi,
dan reduksi data yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan yang penulis

ajukan kepada sinarasumber.
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Menurut Komaruddin (2004), konsep tentang peranan yaitu: pertama

bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen. Kedua, pola

perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. Tiga bagian suatu fungsi

melakukan wawancara kepada beberapa responden telah ditetapkan dalam
penelitian, diantaranya hasil wawancara dengan Ketua Baperjakat yakni Sekretaris

Daerah Kabupaten Bengkalis, H.Bustami HY yang mengatakan:

“Sejalan dengan tuntutan reformasi peran Baperjakat sangat berperan aktif
dalam memberikan rekomendasi pertimbangan menempatkan Pegawai
Negeri Sipil pada jabatan struktural esselon III dan IV ke Bupati Bengkalis
dengan penilaian yang objektif, transparan dan adil. Selain hal tersebut
pertimbangan lain sebagai rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian
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dalam ini Bupati Bengkalis menerima berkas usulan dari masing-masing
Kepala Perangkat Daerah memberikan dan membantu Tim Baperjakat
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pertimbangan sesuai kriteria
kualifikasi dan kompetensi jabatan yang diembannya. Daftar Urutan
Kepangkatan dan Diklatpim tidak terlalu dominan atau menjadi
pertimbangan utama dalam menempatan PNS.dijabatan struktural. Faktor-
faktor lain' yang menjadi._pertimbangkan dalam penempatan PNS pada
jabatan struktural adalah disiplin, Komunikatif, Inspiratif dan Loyalitas.

Hal senada juga di sampakan oleh T. Zainuddin,selaku Kepala Badan
Kepegawaian,  Pendidikan ©'dan  Pelatihan' ** Kabupaten = Bengkalis yang
mengemukakan bahwa:

“Tim Baperjakat bekerja sesuai aturan dan ketentuan serta berpedoman
kepada Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang
telah direvisi kedalam Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 2002,
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang termaktub dalam Pasal
14 ayat 1 mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat), dimana badan tersebut memiliki tugas dan
fungsi untuk membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati dalam
memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai negeri sipil . dalam dan dari jabatan struktural-eselon II ke bawah,
memberikan pertimbangan/ dalam “pemberian kenaikan pangkat bagi
Pegawai . Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang
menunjukkan prestasi kerja yang baik, dan pertimbangan perpanjangan
usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II
ke bawah.

Pendapat lainnya juga disampaikanseleh Kepala Bidang Pengadaan,
Mutasi dan Promosi selaku Sekretaris Baperjakat yang mengemukakan bahwa:

“Pembentukan Baperjakat diatur pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor
21 tahun 2016 tentang Pembentukan Baperjakat Kabupaten Bengkalis
Periode 2016-2018, Sekretaris Baperjakat melaksanakan tugas dan fungsi
diantaranya :

a. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh
Baperjakat

b. Memberikan keterangan-keterangan teknis mengenai PNS yang
diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat
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c. Menyelesaikan hasil kerja Baperjakat dalam bentuk berita acara
Baperjakat dan;

d. Mengerjakan usulan surat-menyurat dan tugas lainnya yang diberikan
oleh Baperjakat.

Pandangan juga di sampaikan oleh Assisten III Sekretariat

-

ALY

yang dapat diketal da den ekretaris Daerah dan
lebih ditingkatkan lagi tentunya dengan lebih memberikan masukan/pertimbangan
dan rekomendasi kepada Bupati dalam persoalan adminsitrasi kepegawaian
di Kabupaten Bengkalis agar dapat terselesaikan.

Selain itu Soekanto menyatakan bahwa pentingnya peranan adalah karena
ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan

perbuatan-perbuatan orang lain.
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Terkait dengan hal tersebut tim Baperjakat kurang diperankan secara
maksimal oleh Bupati terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Padahal di dalam Peraturan Bupati peran Baperjakat sangatlah urgen dalam

agan  untuk

Baperjakat

endasi usulan

iy disay yejepe il udwnyo(]
a
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<
o
2
:
z
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Terkait dengan masukan saran dan pertimbangan yang dapat diberikan
oleh Baperjakat, Ketua Baperjakat dan merangkap Sekretaris Daerah memberikan
tanggapan :

“Tim Baperjakat mempertimbangkan usulan-usulan PNS yang dianggap

cakap dan mampu dari Perangkat Daerah untuk menduduki jabatan
struktural untuk diteruskan ke PPK dalam hal ini Bupati.
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Senada dengan uraian di atas, T. Zainuddin sebagai Kepala Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis menyatakan hal

senada terkait kualitas saran dan masukan yang diberikan kepada Kepala Daerah

terhadap PNS
m Baperjakat

penting untuk
untuk pengus i rjakat yang seka S opini negatif
kelembaga aperjak gg? elengk penderita job

deskripsinya da D o mengatakan an politik adalah

soekanto, peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Dalam pendapatnya
Soerjono menjelaskan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran, pembedaan
antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung padaa yang lainnya.
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Terkait dengan hubungan dan intensitas pertemuan antara Ketua
Baperjakat dengan Bupati Bengkalis dalam kaitan peranan Baperjakat, ketika
dikonfirmasi dengan pendapat Sekretaris Daerah selaku Ketua Baperjakat:

“Komunikasi  antara »Tim _Baperjakat dan Kepala Daerah dalam
pertimbangan dan memberikan rekomendasi terhadap PNS. yang dianggap
cakap dan mampu untuk diberikan kepercayaan menduduki jabatan
struktural suatu hal yang sangat penting dan wajar.

Senada dengan itu, Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis‘'mengungkapkan bahwa :

“Bupati tidak ada melakukan pertemuan.secara khusus dengan Ketua
Baperjakat dalam meminta masukan atau saran maupun rekomendasi
terhadap usulan penempatan PNS, tetap Tim Baperjakat dilibatkan untuk
memberikan rekomendasi PNS secara Teliti dan Objektif kepada Bupati.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ketua Baperjakat dalam
menjalankan perannya Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“Pada dasarnya tidak ada permasalahan bagi Tim Baperjakat dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, tinggal Tim Baperjakat itu saja yang
mau atau tidak menjalankan perannya.” Terkait masalah tekanan diluar
sitem dalam menjalankan peran.

Ketua Baperjakat mengatakan terkait hal tersebut :

“Permasalahan yang dihadapi oleh Tim Baperjakat dalam menjalankan
tugasnya terkait masalah tekanan dari_luar sistem. Seharusnya dengan
adanya Peraturan Bupati yang.menjadi dasar Baperjakat menjalankan
tugas dan fungsinya. Dengan demikian Tim Baperjakat tidak perlu repot
mengurus melakukan pekerjaan dalam merekomendasikan PNS yang
memiliki Kompetensi untuk diusulkan kepada Bupati.

Demikian pula yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi
dan Promosi sekaligus sebagai Sekretaris Baperjakat mengungkapkan bahwa :

“Seharusnya penunjukan Tim Baperjakat harus didukung oleh staf yang
ditunjuk memperhatikan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang
membantu pelaksanaan Tim Baperjakat. Sulitnya koordinasi dengan
Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

124

juga menjadi permasalahan bagi Tim Baperjakat dalam menjalankan
perannya. Terkait pendanaan pelaksanaan tugas Tim Baperjakat juga
merupakan salah satu permasalahan. Seharusnya Tim Baperjakat memiliki
Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Dokumen pelaksanaan Anggaran
yang khusus untuk kegiatan Tim Baperjakat. Untuk fasilitas penunjang

empatan PNS
ah di lingkungan

ikan masukan

memilih sendiri PNS yang akan dinilai untuk menduduki jabatan seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal ini Tim Baperjakat mesti melakukan koordinasi agar terbangun
kesepahaman bersama dalam menjalankan tugasnya masing-masing, karena
secara teori koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan

mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan agar

tercapai kesepahaman (Hasibuan, 2003: 85).
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Tim Baperjakat harus secara proaktif mengumpulkan data dan penilaian
sesuai dengan bidang tugasnya dari berbagai usulan secara profesional dan

proporsional dari Kepala Perangkat Daerah. Dengan mengkaji hal-hal yang terjadi

didaerah lain m [in perja el : p pemecahan untuk

demikian 4

Bengkalis,

LY

merekomen

adanya sare at memberikan

masukan ya Tim Baperjakat

berdasarkan 1 eranannya sesuai

tauaae

1. Kurang adanya dukungan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam
menyiapkan usulan PNS yang dianggap cakap dan mampu menduduki
jabatan struktural.

2. Sulitnya Koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang ada

di Kabupaten Bengkalis untuk memberikan pertimbangan kepada

Bupati Bengkalis. Tim Baperjakat dapat bekerja dengan maksimal bila
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Kepala perangkat daerah terbuka dengan semua data dan informasi
yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Data yang

dibutuhkan Baperjakat tidak selalu tersedia, maka seluruh Perangkat

G

\?o“

ﬁ;.
ﬂ’
o
»
“

L E5
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Payaman Simanjuntak evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian
sasaran dan tujuan perusahaan terutama bila terjadi kelambatan atau
penyimpangan. Terkait dalam hal mengenai peranannya yang dirasa kurang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Ini terlihat dari beberapa hal, dimulai dari

Ketua sampai dengan anggota Tim Baperjakat perlu adanya kepiawaian dan
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kemampuan mencari informasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan
kepada Bupati untuk menduduki jabatan struktural.

Berkaitan dengan hal ini, Balu dan mayer menyatakan bahwa suatu

4.1.7 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap Peran Baperjakat
Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan beberapa hambatan yang dihadapi
Baperjakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

1) Terbatasnya referensi Baperjakat dalam menilai PNS yang menduduki
jabatan.

2) Belum optimalnya koordinasi Baperjakat dengan perangkat daerah.
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3) Belum tersedianya anggaran khusus Baperjakat dalam pelaksanaan tugas

Baperjakat.

fungsinya yaitu :

W

dukan, susunan

VWAL
&
=
g
&
-
3.
©

Pelatihan  (BKPP)

. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

4. Ditetapkannya Ketua Baperjakat setingkat lebih tinggi atau setara
dengan Kepala Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis
yakni eselon Il.a atau IL.b.

5. Adanya kewenangan Baperjakat dan tugas tambahan yang diberikan

kepada Baperjakat.
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Peran Baperjakat dalam Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

a. Peran Bag : S usulan yang telah

demikian akan sejalan dengan pendapat Abu Ahmadi yang menyatakan
bahwa peran ialah kompleks pengharapan manusia terhadap peran
individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang
berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Hal ini senada pula dengan yang
dikemukakan oleh Soerjono soekanto yang mengungkapkan bahwa peran

merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang
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melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka
ia menjalankan suatu peranan. Maka dalam hal ini dapat di analisis

bahwa Baperjakat sudah menjalankan perannya terhadap indikator

21 Tahun

dalam
jabatan dan

awai Negeri Sipil
i usulan dari
A pejabat yang

y yang ditujukan

".-&; - 1 posisi penting dalam
&

Jeger Sipil untuk mempersiapkan
Q0" .
staf yang memiliki k lam menduduki jabatan struktural.
Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh musanef yakni suatu proses
penggunaan manusia, alat peralatan uang dan waktu yang didasarkan
pada prinsip tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Namun kenyataan dilapangan belum dirasakan maksimalnya

pemanfaatan keberadaan Baperjakat dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya. Tetapi tidak juga dipungkiri bahwa Baperjakat juga ada
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memberikan masukan dan pertimbangan tetapi belum seperti yang

diharapkan. Seperti yang telah diungkapkan dalam hasil wawancara,

bahwa peran Baperjakat sangat menentukan keberhasilan dan

dibantu oleh Sekretariat Bape

akat yang tercantum pada Perbup Nomor

21 tahun 2016 pasal 9, susunan organisasinya dan personil terdari dari :

1.

Sekretaris BKD Kabupaten Bengkalis;

Kepala Bidang yang membidangi Pembinaan dan Kesejahteraan
Pegawai pada BKD Kabupaten Bengkalis;

Kepala Bidang yang membidangi Pengadaan dan Pengembangan
Pegawai pada BKD Kabupaten Bengkalis;

Kepala Bidang yang membidangi Data dan Informasi pada BKD
Kabupaten Bengkalis;
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5. Kepala Sub Bidang Mutasi Kepegawaian pada Bidang Mutasi BKD
Kabupaten Bengkalis;

6. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan pada Bidang Mutasi BKD
Kabupaten Bengkalis;

7. Dua orang Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Mutasi BKD
Kabupaten Bengkalis.

AN

AN

memahami administrasi kepegawaian, seyogyanya mampu diantisipasi dengan
keberadaan Baperjakat untuk memberikan masukan dan pertimbangan secara
komprehensif tentang sistem administrasi yang ada. Untuk mencapai visi dan misi
pemerintahan dengan baik,maka kinerja dari Baperjakat ini harus ditingkatkan

seperti yang dikatakan Zauhar yang menyebutkan, peningkatan kinerja individu

dapat dilihat dari keterampilannya, kecakapan praktisnya, kompetensinya,
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pengetahuan dan informasinya, keleluasaan pengalamannya, sikap dan prilakunya,
kebajikannya, kreativitasnya, Moralitasnya dan lain-lain (Zauhar, 1996: 9).

Kinerja kelompok dilihat dari aspek kerjasamanya, keutuhannya,

disiplinnya, 1 i ain-lain. diatas, kinerja dari

e e ""0

inerja organisasi

kurun waktu

menjalankan tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat daerah, sedangkan
bantuan dari Baperjakat yang diandalkan dalam memetakan dan memilih Pegawai
Negeri Sipil sendiripun belum berjalan dengan cukup baik. Sumbangsih seperti
apa yang harus diberikan oleh Baperjakat dalam membantu Kepala Daerah
mencapai visi dan misi yang telah dikemukakannya merupakan aspek yang sangat

penting untuk dikaji karena itu sangat berpengaruh pada pencapaian daerah itu
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sendiri dengan mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
struktural.

Agar Baperjakat dapat membantu Kepala Daerah Dalam mencapai visi dan

: ‘ . antu Kepala Daerah
TS bl ) o
i g ya visi dan

iy disay yejepe il udwnyo(]
aQ
&%
=
<
oo
=3
5
=

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

Bengkalis yang menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam
hal ini Bupati.

Secara empirik, tim Baperjakat seringkali dianggap sebagai jabatan yang
harus dihindari karena kesan negatif yang melekat padanya. Dimata publik
berkembang anggapan bahwa Baperjakat tidak menjalankan tugas dan fungsinya

karena penunjukan PNS yang menduduki jabatan struktural bernuansa politis.
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Dan dalam pembahasan ini dapat peneliti simpulkan bahwa Baperjakat
menjalankan peranannya sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan

Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Baperjakat Kabupaten

enggaraan mutasi
5# ten Bengkalis

pokok Badan Kepega endidikan dan Pelatihan (BKPP)
Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Baperjakat Kabupaten Bengkalis periode 2016-
2018. Peraturan Bupati ini telah memberikan penjelasan bagaimana
kedudukan serta tugas yang harus dijalankan oleh Baperjakat, jadi tidak
perlu mencari-cari apa yang harus dilaksanakan dalam menjalankan

tugas sehingga dapat berperan sebagaimana yang diharapkan.
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2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Tersedianya sarana prasana kerja seharusnya dapat memotivasi sserta

memudahkan Tim Baperjakat, dalam memfungsikan diri dalam

4.2.3.Fakto h 2 ape] ] nen araan mutasi
ipi aten Bengkalis.

Bengkalis.
2. Terbatasnya Referensi Baperjakat dalam merekomendasikan PNS yang

menduduki Jabatan Struktural.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah untuk mendapatkan saran

dan pertimbangan yang dinginkan atau yang ditunjuknya juga terkadang

berdampak pada kualitas PNS yang ditunjuk dan ditempatkan dalam jabatan
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struktural yang ada, untuk itu sangat perlu referensi agar peran Baperjakat

yang dijalankanya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

. Belum optimalnya koordinasi Baperjakat dengan Perangkat Daerah.

merupakan unsur yang sangat penting untuk membuat analisis atau
merumuskan perencanaan PNS yang berkualitas, untuk itu mengingat
pentingnya Baperjakat ini maka perlu kemampuan dan keahlian dalam
menilai layak tidak layaknya PNS yang direkomendasikan ke Bupati

sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
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6. Kurangnya dukungan anggota yang memadai, Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Baperjakat Kabupaten Bengkalis

susunan organisasi 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga)

i. untuk memberikan

intahan dalam
Struktural pada
alis, schingga tidak
pejabat yang

Imu dimana PNS
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbup  Nomor ?Z

Kabupaten Bengkalis period 016-2018, Tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai bagi Tim Baperjakat, dalam memfungsikan diri
dalam menjalankan peran, serta ditetapkannya Ketua Baperjakat setingkat
lebih tinggi atau setara dengan Jabatan Kepala Perangkat Daerah yang ada

di Kabupaten Bengkalis yakni eselon Ila atau IIb. 2) Faktor penghambat:

Kurang maksimalnya kerja Baperjakat, Terbatasnya referensi Baperjakat
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dalam merekomendasikan PNS yang menduduki Jabatan Struktural,
Belum optimalnya koordinasi Baperjakat dengan Perangkat Daerah, dan

Belum tersedianya anggaran khusus Baperjakat dalam pelaksanaan tugas

Aparatur Sipil

objektif dan

pe ' dapat merangsang

timbulnya pe ar > ingga akan membawa

yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) Tahun pada
administrasi/manajemen kepegawaian untuk duduk di Tim Baperjakat

Kabupaten Bengkalis.
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